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ABSTRAK

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu isu penting
dalam pengembangan kota, termasuk di Kota Pontianak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini adalah dengan diberlakukannya Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diatur
dalam peraturan daerah tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan
efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pendekatan komunikasi dan revisi terhadap
regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap
pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah tersebut telah
memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban PKL, namun terdapat beberapa
tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang cukup dari
PKL serta terbatasnya fasilitas penataan yang mendukung. Solusi yang diusulkan antara lain
melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan PKL, serta revisi terhadap beberapa aspek
dalam peraturan daerah yang masih dirasa kurang efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima di Kota Pontianak.

Kata Kunci : PKL, Peraturan Daerah, Kewajiban

Xiv



ABSTRACT

Arrangement and empowerment of street vendors (PKL) is one of the important issues in
city development, including in Pontianak City. One of the efforts made by the local government in
dealing with this problem is by enacting Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022
concerning Arrangement and Empowerment of Street VVendors.

This study aims to analyze the implementation of the obligations regulated in the regional
regulation, as well as solutions that can be applied in order to increase the effectiveness of the
implementation of the policy through a communication approach and revision of existing
regulations. This study uses a qualitative method with a case study of the implementation of the
policy in the field.

The results of the study show that although the regional regulation has provided clear
guidelines regarding the rights and obligations of street vendors, there are several challenges in its
implementation, such as the lack of socialization and sufficient understanding from street vendors
and limited supporting arrangement facilities. The proposed solutions include improving
communication between the government and street vendors, as well as revising several aspects of
the regional regulation that are still considered ineffective. It is hoped that the results of this study
can contribute to improving policies related to the arrangement and empowerment of street
vendors in Pontianak City.

Keywords: Street Vendors, Regional Regulations, Obligations
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat berdasarkan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dengan kondisi dari masing-masing daerah yang mempunyai ciri
khasnya. Peraturan daerah memuat sanksi pidana berupa sanksi kurungan
dan sanksi denda serta sanksi administratif yang dimaksudkan agar
peraturan daerah memiliki sanksi bagi setiap masyarakat yang melakukan
pelanggaran, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 238 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.1

Maka dari itu, penegakan terhadap peraturan daerah harus
dilaksanakan oleh pemerintah jika terdapat peraturan daerah yang dinilai
tidak sesuai pelaksanaannya. Penegakan peraturan daerah bermakna
menegakkan hukum, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat,
sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan peraturan daerah
merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan proses yang abstrak

menjadi kenyataan oleh perangkat daerah.?

1 Mardiat, Y. (2021). Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Di Kabupaten Bogor. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 2(1), 16-48.
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Penegakan peraturan daerah juga telah menjadi kewenangan oleh
pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena kewenangan
itu telah tertuang dalam lampiran huruf E angka 1 poin b Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam hal mengenai
pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat. Jadi sudah menjadi wewenang pemerintah
untuk dapat bertanggungjawab terhadap peraturan daerah yang berlaku di
daerahnya.

Dari banyaknya bidang yang harus diperhatikan oleh pemerintah
daerah seperti kebudayaan, sosial dan pemerintahan, yang berpengaruh
secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu bidang ekonomi. Pesatnya
perkembangan zaman tentu membuat banyak masyarakat harus mencari cara
agar perekonomiannya tetap stabil. Namun, setiap masyarakat tentu
memiliki sumber pendapatan dan status sosial yang berbeda. Hal ini juga
membuat berbagai jenis pekerjaan ditekuni oleh masyarakat. Khususnya
dikota Pontianak yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak dan padat.

Berdasarkan data yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kota Pontianak pada pencatatan
semester 11 Tahun 2024 berjumlah 682.829 jiwa penduduk di Kota

Pontianak. Penduduk terbanyak berada di kecamatan Pontianak Barat



dengan jumlah 152.083 jiwa penduduk.® Jumlah penduduk kecamatan
Pontianak barat yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya,
membuat ketertiban masyarakat yang harus ekstra diawasi dan diatur agar
tidak menjadi tempat yang kumuh dan menjaga penataan kota yang indah
dan bersih. Salah satu mata pencarian yang banyak dijumpai di wilayah
kecamatan Pontianak Barat yaitu pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu hal penting yang harus
menjadi fokus perhatian pemerintah. Karena pedagang kaki lima masuk
dalam sektor informal kegiatan perekonomian tidak dinaungi instansi yang
jelas dan tidak mempunyai regulasi secara rinci atau disebut illegal. Sektor
informal menjadi pilihan bagi masyarakat desa yang melakukan urbanisasi
ke perkotaan namun tidak memiliki modal banyak dan keterampilan yang
memadai.* Akibat pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan
perkotaan, pemerintah mempunyai tugas untuk bisa memastikan
penduduknya mendapatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan yang
sama di setiap daerah dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.

Maka Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai daerah yang
berusaha menjalankan wewenang dalam hak otonominya telah membuat
peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima, sebagai bentuk
kepedulian pemerintah terhadap usaha sektor informal masyarakat yang

dapat menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

3 Dikutip dari https://disdukcapil.pontianak.go.id/penduduk-kota-pontianak-semester-i-tahun-
2024-berjumlah-682896 pada tanggal 2 Desember 2024

4 Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. 2022. Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor
Informal: Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), HIm 2.




Daerah dalam mengatur daerahnya membuat suatu aturan yang tertuang
dalam Peraruran Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga dengan adanya
peraturan yang sudah dibuat diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan
penataan kota yang indah. Dalam peraturan daerah ini juga dicantumkan
tentang kewajiban yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima. Kewajiban
pedagang kaki lima tercantum pada pasal 22 dari huruf a sampai j. Namun
kewajiban tersebut tidak memiliki ketegasan peraturan daerah kepada
pedagang kaki lima, dengan tidak adanya sanksi sebagai efek jera di pasal
33 tentang ketentuan sanksi. Pasal 33 berisikan ketentuan sanksi dari
peraturan daerah tersebut. Beberapa kewajiban yang dicantumkan dalam
pasal 22 juga tidak sesuai dengan aktifitas berdagang yang dilaksanakan
oleh pedagang kaki lima di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan
Pontianak Barat, masih ditemukan pedagang kaki lima yang berkumpul
dengan melanggar peraturan yang sudah dibuat pemerintah daerah.

Berikut beberapa huruf dari pasal 22 Peraturan Daerah Kota
Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 yang pada penerapannya tidak sesuai
dengan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontiank Barat atau dapat
dikatakan melanggar kewajiban yang harusnya dijalankan oleh pedagang
kaki lima vyaitu : b) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan,
kebersihan, dan Kesehatan lingkungan tempat usaha; ¢) Menempatkan dan
menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan

tertib dan teratur; d) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;



f) Melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah; i) Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan j) Khusus untuk PKL kuliner wajib mengolah
limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang.

Hal ini mengakibatkan rusaknya keindahan kota, ketertiban dan
membuat kumuh wilayah tersebut. Tepatnya yaitu berada di Jalan
Komodor Yos Sudarso dan Jalan H. Rais A. Rachman Kecamatan
Pontianak Barat. Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Komodor Yos
Sudarso menempatkan lapaknya pada hari sabtu dan minggu di sepanjang
bahu jalan di sekitar pasar, sehingga pedagang kaki lima di daerah tersebut
menjadi terkenal di kota Pontianak dengan sebutan “pasar uka”. Kemudian
pedagang kaki lima di kedua jalan tersebut dibangun di wilayah strategis
yaitu wilayah ramai penduduk dimana aktivitas warga yang dilakukan
sangat beragam dan menjadi jalur lalu lintas masyarakat serta dekat
dengan tempat seperti Rumah Sakit, Gereja, Masjid serta Pasar sayur.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, dapat
menunjukkan bahwa masih belum tertatanya pedagang kaki lima di
Kecamatan Pontianak Barat yang menunjukkan pelanggaran terhadap
kewajiban yang sudah tercantum dalam pasal 22 peraturan daerah Kota
Pontianak Nomor 11 Tahun 2022. Sehingga permasalahan tersebut sangat
penting untuk pemerintah selesaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

analisis dan revisi peraturan daerah terkait kebijakan pemerintah dalam



Pasal 22 dan 33 pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun
2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Agar
dapat mengetahui keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan
yang telah dibuat berdasarkan tujuan dari kebijakan untuk masyarakat
yang nyaman, aman, tentram dan terciptanya keindahan Kota Pontianak
khususnya pada Kecamatan Pontianak.
. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya pemaparan dari latar belakang tentang
ketidakadaan sanksi dan perlunya penataan pedagang kaki lima di
Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 22
Nomor 11 Tahun 2022. Maka peneliti akan menganalisis secara
mendalam, dengan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yaitu
tentang “Apakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak pada
Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat sudah berjalan

sebagaimana mestinya?”

. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentu mempunyai tujuan yang harus diraih agar
tercapai suatu keberhasilan dari penelitian. Maka tujuan dari adanya
penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan

Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan



Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat belum dapat
terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 22 Nomor 11
Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

di Kecamatan Pontianak Barat.

D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi banyak
khalayak. Adapun manfaat dari penelitian ini baik yang bersifat teoritis
maupun praktis.
A. Segi Teoritis
Manfaat penelitian vyaitu diharapkan menambah ilmu
pengetahuan dengan mengkaji peraturan daerah yang telah dibuat
pemerintah. Sehingga dapat memberikan sumber bacaan dan informasi
ilmu pengetahuan hukum terkait penataan pedagang kaki lima
khususnya kajian tentang pelaksanaan Pasal 22 pada Peraruran Daerah
Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat.
B. Segi Praktis
a. Bagi Masyarakat
Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu

pengetahuan bagi masyarakat sekitar khususnya Pedagang Kaki



Lima terkait pemahaman pentingnya pemberdayaan dan penataan
pedagang kaki lima demi terwujudnya ketertiban Kota.

b. Selain itu sebagai solusi pemecahan masalah dan pertimbangan
bagi institut serta pemerintah untuk dapat menyelesaikan
permasalahan agar pelaksanaan Pasal 22 pada Peraruran Daerah
Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat terlaksana dengan

sebagaimana mestinya di Kecamatan Pontianak Barat.

E. Keaslian Penelitian
Penelitian yang penulis teliti merupakan murni hasil karya ilmiah
dari pemikiran penulis tanpa mengambil karya ilmiah lain tentang
mengapa Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat tidak
menjalankan kewajibannya sesuai dengan perda dan belum dilakukan
penertiban di daerah tersebut. Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini
penulis telah menemukan penelitian dengan topik yang sama membahas
pedagang kaki lima di Kota Pontianak, namun terdapat perbedaan di
penelitian tersebut. Berikut pemaparan penelitian yang sudah ada
sebelumnya dengan topik yang sama tentang penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima.
Judul . Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal
9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11

Tahun 2022 (Studi di Kecamatan Pontianak



Selatan).®
Penulis : Muhammad Rafli
Perbedaan . Penelitian ini bertempat di Kecamatan Pontianak

Selatan sedangkan tempat penelitian penulis
berada di Kecamatan Pontianak Barat. Selain itu,
penelitian ini membahas tentang pedagang kaki
lima yang memberikan dampak kurang baik
terhadap lingkungannya, sehingga telah dilakukan
upaya namun tidak keseluruhan yang kemudian
perlu ditata secara optimal sesuai dengan pasal 9.
Sedangkan penelitian yang penulis teliti di
Kecamatan Pontianak Barat membahas tentang
kewajiban PKL yang tidak dijalankan sebagaimana
mestinya seperti kewajiban pada pasal 22,
sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dan
penataan lokasi berdirinya PKL agar tercipta
tatanan kota tersusun dan tidak terdapat sanksi

yang diatur di pasal 33.

5 Muhammad Rafli. 2023. “Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 (Studi di Kecamatan Pontianak Selatan)”.



